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ABSTRACT

Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Indonesia memegang peranan penting dalam menjamin
keberlangsungan demokrasi dan sistem presidensial. Dalam konteks ini, peranan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) sangat signifikan dalam mengatur dan melaksanakan proses pemilihan
umum yang demokratis dan transparan. Pelaksanaan Pemilihan Umum dikatakan berjalan
secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dapat
menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan
dukungan Komisi Pemilihan Umum yang berintegritas, bersifat nasional, tetap, dan mandiri,
Komisi Pemilihan Umum berperan dalam meningkatkan integritas, netralitas, dan independensi
anggota Komisi Pemilihan Umum, memberikan pendidikan politik yang sehat kepada pemilih,
serta meningkatkan partisipasi pemilih. Model pemilihan serentak tetap melaksanakan
pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak untuk memilih
Gubernur, Bupati, dan Walikota. Komisi Pemilihan Umum memiliki peranan yang sangat penting
pada penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 sangat penting dilakukan evaluasi
pelaksanaan pemilihan tahun-tahun sebelumnya dalam rangka perbaikan dan peningkatan
penyelenggaraan pemilihan serentak yang terlaksana pada tahun 2024.
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A. Pendahuluan

Keberhasilan suatu pemilu dapat

tercapai, apabila semua unsur-unsur

(pihak-pihak) yang terlibat di dalamnya,

antara lain: Komisi Pemilihan Umum (KPU),

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan
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Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP) berintegritas, profesionalisme, dan

akuntabilitas. Selain itu, model pemilihan

yang digunakan dalam pelaksanaan

pemilihan seharusnya merupakan evaluasi

dari pelaksanaan pemilihan periode

sebelumnya sebagaimana kebutuhan dan

perkembangan sistem ketatanegaraan.

Untuk itu, sangat perlu ditetapkan model

pemilihan serentak pada pemilihan umum

yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam

rangka berjalannya sistem ketatanegaraan

dan pesta demokrasi yang dilaksanakan

kepala negara dan wakil-wakil rakyat yang

akan duduk dalam pemerintahan.

Pemilu yang bebas dan bersih

memungkinkan diadakan

perubahan-perubahan politik, baik

perubahan susunan kekuasaan politik

maupun penguasa politik. Dengan

perubahan-perubahan politik yang menuju

perbaikan sistem pemilihan ini diharapkan

dapat tercapai model pemilihan yang sesuai

dengan masyarakat Indonesia. Model

penyelenggaraan pemilihan harus dapat

merepresentasikan dan menjamin

berjalannya sistem demokrasi yang

berkeadilan. Dengan sistem demokrasi yang

berkeadilan diharapkan dapat tercipta dan

terbangun sistem pemilihan umum yang

baik, agar kualitas penyelenggaraan

pemilihan umum dapat

dipertanggungjawabkan, baik proses

maupun hasilnya.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan

yaitu penelitian hukum yuridis normatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan

yakni pengumpulan data kemudian

disimpulkan dan dibahas dalam kerangka

teoritis peranan komisi pemilihan umum.

Analisis yang digunakan adalah secara

deskriptif.

C. Pembahasan

Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia (KPU RI) adalah lembaga negara

yang bertanggung jawab atas

penyelenggaraan pemilihan umum di

Indonesia. KPU memiliki tanggung jawab

dalam membuat program dan anggaran,

menetapkan jadwal, serta

mengkoordinasikan dan mengendalikan

semua tahapan pemilu. Selain itu, KPU juga

memiliki kewenangan dalam menetapkan

tata kerja lembaga pemilihan umum lainnya,

mengumumkan hasil rekapitulasi

perhitungan suara, dan melakukan

sosialisasi kepada masyarakat terkait

pemilu. KPU juga memiliki kewajiban,
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termasuk memperlakukan peserta pemilu

secara adil, menyampaikan informasi

penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat,

melaporkan pertanggungjawaban

penggunaan anggaran, dan menjaga dan

mengamankan arsip serta barang inventaris

KPU.

Keserentakan pemilihan yang dilaksanakan

antara pemilu legislatif, eksekutif, dan

pilkada, merupakan bentuk ideal dan paling

mungkin dilaksanakan untuk pemilihan

tahun 2024. Hal ini dikarenakan bangsa

Indonesia telah melaksanakan pemilihan

serentak untuk memilih anggota DPR, DPD,

presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD

pada pemilihan serentak tahun 2019, yang

berjalan dengan baik walaupun memang

perlu dilaksanakan evaluasi dan perbaikan.

Namun, dengan evaluasi dan perbaikan

terkait dengan kekurangan, diharapkan ke

depannya pelaksanaan pemilihan serentak

tahun 2024 dapat berjalan lebih baik lagi.

Selain itu, pelaksanaan pemilihan kepala

daerah, bangsa Indonesia sudah

melaksanakan secara serentak, yang terakhir

pada pilkada tahun 2021. Sehingga, model

ideal pelaksanaan pemilihan adalah

dilaksanakan pemilihan serentak untuk

memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil

presiden, dan anggota DPRD pada waktu

bersamaan dan beberapa bulan kemudian

dilaksanakan pilkada serentak untuk

memilih Gubernur dan Bupati/Walikota,

tentunya tetap akan tercipta pemilihan

serentak yang demokratis. Dengan

demikian, persiapan,

penyelenggaraan/pelaksanaan, hingga

penghitungan hasil pemilihan juga lebih

mudah dikelola dengan baik.

D. Kesimpulan

Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia (KPU RI) adalah lembaga negara

yang bertanggung jawab atas

penyelenggaraan pemilihan umum di

Indonesia. KPU memiliki tanggung jawab

dalam membuat program dan anggaran,

menetapkan jadwal, serta

mengkoordinasikan dan mengendalikan

semua tahapan pemilu. Model yang ideal

dalam pelaksanaan pemilihan adalah

dilaksanakan pemilihan serentak untuk

memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil

presiden, dan anggota DPRD pada waktu

bersamaan dan beberapa bulan kemudian

dilaksanakan pilkada serentak untuk

memilih Gubernur dan Bupati/Walikota,

tentunya tetap akan tercipta pemilihan

serentak yang demokratis. Dengan

demikian, persiapan,

penyelenggaraan/pelaksanaan, hingga
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penghitungan hasil pemilihan juga lebih

mudah dikelola dengan baik.
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